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Menimbang 

BUPATI LANDAK 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATILANDAK 
NOMOR 53 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 
Anggaran 2016; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 
55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 



, 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintab 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 



, 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4416) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nornor 24 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712); 

Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502); 

Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 

Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576) sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah 
Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nornor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155); 

Peraturan Pernerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4577); 

Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5219); 



23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
541); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomnor 2036); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477); 

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2104); 

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 684); 

31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun 
Anggaran 2016; 

32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk-Setjen/2015 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hid up dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016; 



33. Keputusan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 88/BPKAD/2016 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan 
Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun Anggaran 2016; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak 
Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2011 Nomor 4); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2011 Nomor 5); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 6); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran 



Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 
Nomor 25); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada 
Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 18); 

51. Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 1 tahun 2012 
Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2016 Nomor 384); 

52. Peraturan Bupati Landak Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 339); 

53. Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 15 tahun 2016 
Tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 
2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 383). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah 
Rp. 1.369.130.981.143,02 bertambah sejumlah Rp. 82.176.271.264,22 sehingga menjadi Rp. 1.451.307.252.407,24 dengan rincian 
sebagai berikut: 
(1) Pendapatan : 

a. semula . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. ... . . Rp.1.289.255.217.205,00 
b. bertambah/(berkurang) .................................................................... Rp. 70.513.382.686,00 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. l.359.768.599.891,00 

(2) Belanja : 
a. semula Rp. 1.369.130.981.143,02 
b. bertambah/(berkurang) Rp. 82.176.271.264.22 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan . 
Surplus / (Defisit} setelah Perubahan . 

Rp. l.451.307.252.407,24 
(Rp. 91.538.652.516,24) 

(3) Pembiayaan : 
a. Penerimaan : 

1. semula Rp. 89.700.763.938,02 
2. bertambah/ (berkurang) RD. 11.662.888.578,22 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahaan ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . Rp. 

b. Pengeluaran : 
1. semula............... .. .. .. Rp. 9.825.000.000,00 
2. bertambah/(berkurang)................................................................. RD. 0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahaan..................... .. . .. .. . . . .. ... . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. Rp. 
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 

SISA LEBIH PEMBlAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Rp. 

101.363.652.516,24 

9.825.000.000,00 
91.538.652.516,24 

0,00 



Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 



Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Landak. 

Ditetapkan dj Ngabang 
pada tangge 9 November 2016 

• 

ggLVOR 
Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 9 November 2016 

Pj. SEKRET 
KABUPAT 

BERlTA DAERAH KABU TEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 404 



' . Lampiran I Penjabaran Perubahan APBD Kab. 
Landak T.A. 2016 
Nomor : 53 Tahun 2016 
Tanggal : 9 Nopember 2016 

% PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK 

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2016 

NOMOR URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 
1 2 3 4 5=4-3 6 

1 PENDAPATAN 1.289.255.217.205,00 1.359.768.599.891,00 70.513.382.686,00 5,47 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 61.224,577.222,00 55,810.971.984,00 (5.413.605.238,00) (8,84) - ·----------------- 1---------- -- ---------- 
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 36.680.709.122,00 19.574.559.122,00 (17.106.150.000,00) (46,64) 
1. 1.2 Hasil Retribusi Daerah 2.378.136.100,00 2.038.182.800,00 (339.953.300,00) (14,29) 
1. 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Oipisahkan 3.100.000.000,00 3.262.565.799,00 162.565.799,00 5,24 
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.065.732.000,00 30.935.664.263,00 11.869.932.263,00 62,26 -· ------- - -------------------- ----- 
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.040.970.562.520,00 1.001.847.746.566,00 (39.122.815.954,00) (3,76) -------------------- 1-------------------- ------------- 
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 38.983.235.000,00 37.058.048.846,00 (1.925.186.154,00) (4,94) 
1.2.2 Dana Alokasi Umum 674.332.511.000,00 674.332.511.000,00 0,00 0,00 
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 327.654.816.520,00 290.457.186.720,00 (37.197.629.800,00) (11,35) -------------------- 1-------------------- - -------------------· 
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 187.060.077.463,00 302.109.881.341,00 115.049.803.878,00 61,50 

I --------- - ------- 
1.3.1 Pendapatan Hibah 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 0,00 
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi' dan Pemerintah Daerah Lainnya 34.763.954.463,00 26.768.529.341,00 (7.995.425.122,00) (23,00) 
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 39.725.430.000,00 39.725.430.000,00 0,00 0,00 
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 130.392.800.000,00 130.392.800.000,00 0,00 
1.3.6 Pendapatan Lainnya 109.320.693.000,00 101.973.122.000,00 (7.347.571.000,00) (6,72) 

2 BELANJA 1.369.130.981.143,02 1.451.307.252.407,24 82.176.271.264,22 6,00 

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 617.619.635.233,02 607.596.508.819,72 (10.023.126.413,30) (1,62) --------------- ----------- ----------- ----- 
2.1.1 Belanja Pegawai 448.890.455.923,99 432.995.322.519,69 (15.895.133.404,30) (3,54) 
2.1.4 Belanja Hibah 33.867.490.685,00 38.968.263.300,00 5,100.772.615,00 15,06 
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.970.000.000,00 2.280.000.000,00 310.000.000,00 15,74 
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 131.491,688.624,03 132.380.213.000,03 888.524.376,00 0,68 
2.1. 8 Belanja Tidak Terduga 1.400.000.000,00 972.710.000,00 (427.290.000,00) (30,52) --------------- ---------------- ----- he . 
2.2 BELANJA LANGSUNG 751.511.345.910,00 843.710.743.587,52 92.199.397.677,52 12,27 ----------- . 
2.2.1 Belanja Pegawai 29.056.923.600,00 26.856.347.000,00 (2.200.576.600,00) (7,57) 
2.2. 2 Belanja Barang dan Jasa 268.146.413.035,00 267.617.,907.736,52 (528.505.298,48) (0,20) 
2.2.3 Belanja Modal 454.308.009.275,00 549.236.488.851,00 94.928.479.576,00 20,90 

RINGKASAN PEN JABARAN PERUBAAN APBD Halaman 1 



NOMOR 
URUT 

URAIAN 
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 

(Rp) % 

JUMLAH (Rp) 

1 2 3 4 5=4-3 6 

3 

3.1 

3.1 . 1 

3.2 

3.2.2 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

SURPLUS/ (DEFISrT) (79.875.763.938,02) (91.538.652.516,24) (11.662.888.578,22) 14,60 ­ 
89.700.763.938,02 101.363.652.516,24 11.662.888.578,22 13,00 �-------------------r-------------------r ·------------------ ------------ 
89.700.763.938,02 101.363.652.516,24 11.662.888.578,22 13,00 �-------------------� ·-----------------� ·------------------ ------------ 

9.825.000.000,00 9.825.000.000,00 0,00 0,00 �-------------------� ·-----------------r-------------------- ------------ 
9.825.000.000,00 9.825.000.000,00 0,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

Diundangkan di Ngabang 
Pada tanggal g Noember 2016 

Pj. SEKRETA~IS DAERAH 
KABUPATE! LANDAK, 

ALP US 

79.875.763.938,02 

0,00 

91.538.652.516,24 

0,00 

11.662.888.578,22 

0,00 

Ditetapkan [ii Ngabang 
pada tanggl 9 Naember 2016 

Pj. UPATI LANDAK, 

4" abs salvo 

14,60 

0,00 

RINGKASAN PEN JABARAN PERUBAAN APBO 

LEMBARAN DAERAH KAB) {ATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 04 

Halaman 2 


